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Pembuk.iian terbalik berimbang dan terbatas belwn diterapkan secara efek:tif 
di dalam membuktikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang, 
berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasaiahan yang 
dibahas, yakni: 1) bagaimana pengaturan pembu.ktian terbalik berimbang dan terbatas 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) bagaimana penerapan 
pembuktian terbalik berimbang dan terbatas pada harta hasii peredaran narkotika 
dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/PN.Mdn; 3) Apa hambatan-hambata.n. dan 
upaya dalam penerapan pembuk:tian terbalik berimbang dan terbatas. 

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalarn pene1itian ini yakni 
menggunakan metode yuridis norrnatif yang bersifat desk.riptif analitis dengan 
menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan clengan pembuktian 
terbalik berimbang dan terbatas. Teknik pengumpulan data dilakukan cara 
librmy research danfield research. 

Berdasarkan pennasalahan tersebut dapat disimpulkan: Pengaturan 

pembuktian terbalik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; 

Proses pembuk.iian dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn tidak menganut 
sistem pembuktian terbalik berimbang dan terbatas; Hambatan penerapan pembuktian 

terbalik berimbang dan terbatas dari segi substansi, di Indonesia masih berlaku asas 

hukum "lex superior derogat legi inferiori", dari segi struktur hukum pemahaman 

para penegak hukum terhadap pembuktian terbalik berimbang dan terbatas masih 

kurang dan dari segi budaya hukum Hakim lebih cenderung menggunakan 

pembuktian yang diatur dalam KUI-IAP. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka 

dapat disarankan: 1) perlunya pelatihan khusus untuk Ha�-irn maupun Jaksa terkait 

penerapan pembuktian terbalik dan berimbang; 2) diperlukan peraturan perundang­

undangan yang mengatur secara khusus mengenai hukum acara pembuktian terbaiik; 

3) memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat. 

Kata kunci: Pembuktian terbalik, berimbang dan terbatas, Narkotika. 
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ABSTRACT 

THE IMPLEA1ENTATJON OF BALANCED AND LIIvllTii.lJ REVERSAL OF 

THE BURDEN OF PROOF IN PROPERTY OB'D4INED FRO�! 

NARCOTICS TRAFFICKING 
(4 Case Study on the Ruling No. 427/Pitl.B/20l4/Pn.1Yldn) 
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Balanced and limited reversal of the burden o/ proof has not been 
implernented effectively in proving the property emanated fro;n tnoney laundering 
crinzinal act. The research problems are as follows: I) how about the regulation 
on balanced and limited reversal of the burden of proof in the legal provisions in 
Indonesia, 2) how about the implementation of balanced and limited reversal of 
the burden of proof concerning the property drug trafficking in the 
Ruling No. 427/Pid.Bi2014/PNlvfdn, and 3) hmv about the obstacles and efforts 
in implementing balanced and limited reversal of the burden ofproof 

The research used juridical normative and descriptive analytic method by 
analyzing all legal provisions related to the balanced and limited reversal of the 
burden of proof The data were gathered by conducting library research andfield 
research method. 

Based on the research problems, it can be concluded that l) the regulation 
on reversal of the burden of proof has been stipulated in the Indonesian legal 
provisions, 2)the process of evidence in the Ruling No. 427P1d.B/20l 4/Pn.Afdn 
does not follow the balanced and limited reversal of the burden o.fproof, and 3) 
from its substance, the obstacles in the implementation of balanced and limited 
reversal of the burden of proof in Indonesia still uses the legal principle of "lex 
superior derogate legi il?feriori ", and ft·om its legal structure, law e11forcement 
officials' awareness of balanced and limited reversal of the burden of proof is still 
low, and fi·om its juridical culture, judges tend to use evidence stipulated in 
KUl-IAP (Code of Law of Criminal Procedure). It is recommended that I) Special 
training for Judges and Attorneys, concerning the implementation of balanced 
and limited reversal of the burdei1 of proof: should be provided, 2) legal 
provisions which specifically regulates the procedure of reversal of the burden of 
proof should be need, and 3) legal counseling for people shoyid also be provided. 

Keywords: Reversal of the Burden of Proof, Balanced and Limited, l·larcotics 
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BAH ! 

A. :Latar Belaka n g  

Pencucian uang (money laundering) adalah suatu kejahatan ganda yaitu 

terdiri dari kej ahatan asal (predicate crime) dan kejahatan pencucian uang 

seharnsnya dapat dilakukan dengan lebih e:fisien clan efektif. 1Pelaku dan hasil 

tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan untuk 

selanjutnya basil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan 

kepada yang berhak. Dalam konsep anti pencucian uang, apabi la harta kekayaan 

yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, 

dengan sendirinya akan dapat menurunkan kriminailtas 

Masaiah tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah 

money laundering telah iama dikenal sej ak tahun 1 930 .  Muncul nya istilah tersebut 

ernt kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini 

dibel i  oleh para mafia AS atau dana yang dipernleh dari berbagai usaha gelap 

( illegal) yang untuk selanj utnya dipergunakan sebagai pencucian uang dari basil-

hasil transaksi illegal berupa pelacuran, minuman keras atau perj udian.2 

Modus serupa dikhawatirkan j uga akan dipergunakan di Indonesia, 

sehingga Pemerintah Republik Indonesia memandang peri u untuk bersama-sama 

dengan anggota masyarakaf dunia l ainnya secara aktif n-,engambil bagian dalam 

upaya memberantas peredaran Narkotika dan Psikotr•Jpika. Langkah nyata dari 

1 Jahja, Juni Sjafrien, lvfelawan Money Laundering I Mengenal, l'vfencegah & 
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Visi Media, Jakarta. 20 l 2. him. v 

2N H.T Siahaan, 1\4oney Laundering-Pencucian Uang clan kejahatan Perbankan, Pusiaka 
sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 6 

dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan 

basil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan 

berhak. Dalam Dalam Dala konsep anti pencucian uang, apabi la harta 

dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau 

rinya akan dapat menurunkan kriminailtas 

Masaiah tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal dengan 

undering telah iama dikenal sej asej ase k tahun 1 930 .  Muncul nya istilah 

kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusa

para mafia AS atau dana yang dipernleh dari berbagai usaha 

untuk selanj uanj uan tnya j utnya j u dipergunakan sebagai pencucian uang dari 
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komitmen pemerintah tersebut diwuj udkan dengan United 

Nation Convention Against Illicit frajfic In Narcotic Drugs and Psychothropic 

Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran 

GelapNarkotika dan Psikotropika, 1 988) yang te lah diratifikasi dalam UU RI No. 

7 Tahun 1 997 pada tanggal 24 Maret 1 997. Konvensi tersebut menegaskan 

pentingnya merampas aset hasil  tindak pidana narkotika, dalam angka 

memberantas kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 

Kejahatan peredaran narkotika adalah sumber uang haram yang paling 

dominan dan merupakan kejahatan asal (predicate crime) yang utama. 

Selanj utnya, dinyatakan p ul a  bahwa rezirn anti pencucian uang yang efekti f  sangat 

berpengaruh terhadap upaya rnemerangi peredaran narkoba dengan cara 

menghambat masu nya uang atau hasil bisnis harnm itu ke dalam sistem 

keuangan. Disamping itu, rezim anti pencucian uang j uga berfungsi mencegah 

sistem keuangan dijadikan sasaran dan sarana kejahatan. 

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas 

perekonomian negara, maka sej umlah negara telah menetapkan aturan yang cukup 

ketat guna mengungkap money laundering sebagaimana diutarakan oleh B arda 

Nawawi Arier3 bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal 

P?licy) pada hakekatnya mernpakan bagian integral dari upaya perlindungan 

masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (spcial 

3Barda Nawawi Arif Masalah Penegakan Hukum dan JS:ehi)akan Penangguh111gan 
Kejahatan, Cetakan ke 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, him. 73 

kejahahah tan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 

ahatan peredaran narkotika adalah sumber uang haram yang 

dominan dan merupakan kejahatan asal (predicate crime) yang 

dinyatakan p ul a  bahwa rezirn anti pencucian uang yang efekt

terhadap upaya rnemerangi peredaran narkoba dengan 

masu nya uang atau hasil bisnis harnm itu ke dalam 

samping itu, rezim anti pencucian uang j uga berfungsi 

uangan dijadikan sasaran dan sarana kejakejake hatan. 

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap 

omian negara, maka sej umlah negara telah menetapkan aturan yang 
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